
PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PIi ITA'I'URA N t)A I' ttA tI KA t} U I'A'I'EN B UOI-
NOMOR 04 ',t'AHUN 20ll

't'ItN1'AN(;

I'EMBIINTUKAN DDSA I}IJNOI}O(;TJ SI'I,AI'AN I)AN DESA POKOBO DI WILAYAII
KECAMATAN I}TJNOI]OGU KAI]UPAT-EN I}UOL PIIOVINSI STJLAWESI TEN(;AH

DDNGAN I{AIIMAI']'UIIAN YANG MAIIA ESA

I}UPATI I}UOL,

bahwa sehubungan dengan perkembangan pada umumnya di Kabupaten dan

desa-desa di wilayah Kecamatan Bunobogu pada khususnya serta dengan

adanya aspirasi yang berkembang dalarn masyarakat, dipandang perlu

meningkatkan pelayanan di bidang Pemerintahan, pembangunan dan

Pembinaan Kemasyarakaliur guna menjamin perkembangan dan kemajuan

dimasa mendatang;

bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan meinperhatikan

luas wilayah grtensi ekonomi sosial budaya dan beban tugas serta volume

kerja dibidung Pcmcrintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah

Desa Bunohogu dan Dcsa Lonu sehingga untuk memperlancar tugas-tugas

pclayanan, perlu membentuk desa baru di Wilayah Kecarnatan flunobogu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b diatas, maka dipandang perlu membentuk Peratuan Daerah lentang

Pembenhrkan Desa Bunobogu Selatan dan Desa Pokobo di Wilayah

Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahzrn Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-lJndang Nomor 5l T'ahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kcpulauan (Lembaran

Negara Republik Indonesia I'ahun 1999 Nornor i 79, 'fzunbahan Lembaran

Ncgara llepublik lndonesia Nomor 3900 ), sebagaimana telah diubah dengan

Untlang-unclirng Norturr I I 'lahun 2000 tcntturg Pcrubahan otits Ulrdang-

undmg Nonlor .5 I l ahLrn 1999 tcrrtang I'ernbentu\an Kabupaten Buol,

Kabupak',n Morowali <lan l(abupatcn E.urggai Kepulauirn (Lembaran Negara

: 1.Mengingat
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Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nesera
Republik Indonesia Nomor 3966):

:l' Unclang-tlndang Nonror I0 'l'ahurr 2004 tentang l)cmbentukap peraturan

Perrlttdartg-undang:rn (Lenrbaran Negara Republik Inclonosia l-ahun 2004
Notttor 5J. l'iunbahiut l,enrbaran Negara ltepublik Indonesia Nomor 43tJ9):

4' Undang-t-Jndan8 N<ttttor 32 'l'ahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lcrrnbariur Negara ltcpublik lndoncsil '['ahun 2004 Nom or l25,.fambahan
l'ctttharan Negflra ltcpublik In<joncsia Nomor 4437) sebagaimana telaS
diubah bcbcrapa kari terakhir crcnga' tJndang - (.Jndang Nomor r2 -fahun

20011 tcrrtang l)crubahan Kedua Atas lJndang-lJndang Nomor 32'I'ahun 2004
tentarlg Pemcrinkrhan D:rcrah (l-cmbaran Negara Republik Indonesia l.ahun
2009 Nonror sg, r'arnbarran l-enrbaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 4849;

5' undang-undiurg Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nom or 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 443g):

6- undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran
Negara Repubrik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2g, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesja Nomor a724);

7' Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengengkatan
dan Pemberhentiant pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia 'rahu^ 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nonror 42(t3);

8' l)eraturan pemerintah Nonror 5g 
'ahun 

2005 tentang pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara l{epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140.
Tambahan Lembaran Negara Itepubrik Indonesia Nomor a57g);

9- Peraturan Pemerintah Nomor 72'fahw2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l5g, Tambahan Lembaran Nesara
Republik Indonesia Nomor 45g7);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tahun 2007 tentang pembagian Urusan
Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah propi'si dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, r'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

I l. Perutura' Daerah Kabupate' Buol Nomor r 0 Tahr"rn 2006 tentang
Pernbentukan, penggabungan dan penghapusan Desa (Lembaran Daerah
Kabupatcn Br.rol'I'ahur r 2006Nomor I 0);
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Dcngan l,crsctujuan llersnma
l)lrlWAN Ptt RWAK il_A N tr^ KyAl, t)A t,lRA I r KABUPAT.IN BUOL

dan

Menotapkan

BUPA.il tlLiol,

MILMtJ,I'TJSKAN:

I'I]ITATURAN I)AI'ITAII TBNTANG PEMBENTUKAN DtrSA
I}UNOI}OGtJ SIiLATAN DAN I)I,SA POKOI}O DI WILAYAH
KECAMATAN I}UNOBOGU KABUPATEN I]UOL.

I}AB I
KETENI'UANUMUM

I'asal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2' Pemerintah Daerah adarah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyerenggara

Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Iluol.
4' Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seranjutnya disebut DpRD adala, Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah scbagai unsur penyelenggara rremerintahan Daerah.5' Pemerintahan Daerah adalah lfcnyelcnggaraan urusan pemcrintahan Daerah otonom oleh
Pcmerintah Dacrah aan DIrRD menurtt azirs otonomi seruas-luasnya dalam sistem aan prinsip
Negara Kesatuan Rcpubrik Indoncsia sebagainrana dimaksud dalzun Undang-Un<iang Dasar
Ncgara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat Sebagai perangkat Dacrah Kabupaten.
7' Kelurahan adalah wirayah ke{a Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten daram wirayah

Kecamatan.

8' Desa atau yarg disebut dengan nama lain, seranjutrya disebut desa acrarah kesatuan
masyarakat hukum yang memiriki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asai usul dan adat istiadat setempat
ya''g diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9' Pomerintah Desa atau yang disebut dengan nar'a lain adalah Kepara Desa dan perangkat Desa
scbagai unsur pcnyclenggara pcmerintahan Dcsa.

10. Badan I'crnrusyawar:rtan Des:r atau yang disebut dengan neuna rain, scranjutnya disingkat BpD
adrla' l'.m'aga yang merupaka' perwu.iudan Dcrnokrasi aalarn penyerenggaraan

Pcrncrintuluur l)csa scbagrri unsur pcnyclenggaru pcnrcr.intahau l)esa.

1l' Dusun a(rl(r ylulg di**hut tlongan natnl lain ldalah bagian wilayah dalam rJesa yang merupakan
lingkungan kerjl pclaksaruun psrnt:rinttrlrarr Dcsa.

12. Punbgutukan l)csa adalah tindakan nronrbsntuk Dcsa baru tli dalarn wilayah desa.



tlAB tl
P}]MIII;NTI/KAN I)I,SA, I}ATAS DESA, LUAS WILAYATI

DAN .IUMLAII PBNDT]Dt]K

I'asal 2

(1) Membentuk Desa llurobogu Sclat.rn di wirayah Kecamatan tsunobogu yang melipuli wilayah
Dusun III.

(2) wilayah Desa Bunobogu Seratan Sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini, merupakan
bagian dari wilayah Desa Bunobogu.

(3) Dengan dibentuknya Desa Bunobogu Seratan maka wilayah Desa Bunobogu dikurangi dengan
wilayah Dusun III sebagaimana dimaksud pada ayat (r) pasar ini, yang memiliki luas wilayah
75KM2.

(4) Batas - batas Desa Bunobogu Selatan secara umum sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dese llunobogu;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa lnalatan;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kawasan Hutan; dan

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Domag Mekar.

(5) Jumlah Penduduk Desa Ilunobogu adalah keseluruhan pcnduduk Dusun III yang terah
dibcntuk menjadi Desa Erunobogu scraran berjumlah 1025 jiwa dengan jumrah Kepala
Koluarga 215 KK.

(6) Pusat Pcmerintahan Desa Bunobogu Selatan akan diatur dan ditetapkan dengal peraturan

Bupati.

\

Pasal 3

(1) Mcmbentuk Desa Pokobo di w ayah Kecamatan Bunobogu yang meliputi wilayah Dusun I
(2) wilayah Desa Pokobo sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini, merupakan bagian dari

wilpyah Desa Lonu.

(3) Dongan dibentuknya Desa Pokobo maka wilayah Desa Lonu dikurangi dengan wilayah Dusun
I sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) pasat ini, yang memiliki luas wilayah 53,g00 ha.

(4) Batas - batas Desa Pokobo secara umum sebagai bcrikut :

a. Sobelah Utara berbatasan dengan Desa Tayadun;

h. Scbslah Tirnur bcr.batasan <iengan l)csa Domag Mekar;

c. Scbelah Sclitltu bcrbalasan dengan Desa Lonu; dan

tl. Scbcl:rh Barat bcrbata-sirn dengarr Sungai.

(5) Jtunlllr l)cndutluk [)csa L,onu adirlah kcsclurulran l)cndutluk Dusun I yang telah dibentuk
ntr:njudi l.)csa I'okob' be.iumlah 13 I 3 jiwa dcngan.iurnlah Kepala Keluarga l9g KK.

(6) I'usat l)cnrcrintalnn Desa Pokobo ukun diatur dan <litetapkan clengan peraturan Bupati.
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' pasal 4
(1) Batas wilayah Desa Bunobogu Selatan dan Desa Pokobo sebagaimana diatur dalam pasal 2

ayat (4), dan Pasal 3 ayat (4), dituangkan dalarn pcta yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan
dcngan Pcraturan Daerah ini.

(2) Pcnenlua' b:rtas dcsa di lapangan sebagaimana dimaksud pacJa ayat (l) pasar ini, akan
ditetapkarr lebih lanjut dengan l)eraturan Bupati.

uAtt ttl
I'IiMIIIAYAAN

l\tsal 5

sebagai ukibat dari pcnrbenlukan Dcs. rlun.b.gu Sclatan dan Desa pokobo maka pembiayaan
dibebar*un pada bantuun Anggar,n Pcrrdapatan dan Bcranja r)aerah Kabupatcn Buor.

tl^I] tv
KIi:TENl'T]AN PI,]II,ALI tIAN

I'asal 6

(1) Untuk kelancaran penyelengg;Lraan pemcrintahan Desa Bunobogu Selatzyr dan Desa pokqbo

maka Kepala Desa Bunobogu dan Kepala Desa Lonu wajib memberikan bimbingan serta

supervisi bagi Kepala Desa Bunobogu Selatan dan Desa pokobo paling lama 1 (satu) tahun

terhitung sejak tanggal peresmiamya.

(2) Kepala Desa Bunobogu dan Desa Lonu wajib menyerahkan dokumen, arsip dan kelengkapan

administrasi yang karena sifatnya dliperlukan oleh Pemerintah Desa Bunoboqu Selatan dan

Desa Pokobo

I'asal 7

Semua Peraturan Perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Desa Bunobogu dan Desa Lonu

di Wilayah Kecamatan Bunobogu dinyatakan tetlp berlaku dan harus disesuaikan paling lama I
(satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Dacrah ini.

Pasal ll
Segala ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pembcntukan dan

perubahan batas desa di wilayah Kecamatan Bunobogu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah

ini akan disesuaikan paling lama I (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daeralr im.

BAB V

KETENTUAN PEI\ruTUP

Pasal 9

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanarurnya aktur diatur lebih lanjut dengan Pcraturan Bupati.
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Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturar Daerah ini dencan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 11 .l

Diundang/<an di Buol

pada [ 1 .lanurrli 201 I

A IUS DAIiI{ATI KAII TJPA'I'IIN

MACIIMUI) BACTILIJ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL

TAHUN 2()I1 NOMOR 04
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